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ABSTRAK
Nama : A R F A H
Nim : 10500109019
Fak/Jurusan : Syari’ah Dan Hukum / IlmuHukum
Judul : Perjanjian Pinjaman Uang dengan Jaminan Benda
Bergerak Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros.
Judul dari skripsi ini adalah “Perjanjian Pinjaman Uang dengan
Jaminan Benda Bergerak Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros”.
Masalah yang menjadi fokus dari tulisan ini adalah bagaimana ketentuan tentang
perjanjian pinjaman uang dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian
(Persero) Cabang Maros dan Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga benda
jaminan tidak dapat dieksekusi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan tentang perjanjian pinjaman
uang dengan jaminan benda benda bergerak di PT. Pegadaian (Persero) Cabang
Maros dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sehingga benda
jaminan tidak dapat dieksekusi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data
dilakukan dengan metode wawancara, kajian pustaka, dan jurnal. Selanjutnya,
analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk
mengetahui tanggapan para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Pinjaman Uang
Dengan Jaminan Benda Bergerak di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros.
Dari hasil pengamatan dan penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Cabang
Maros, menunjukkan bahwa ketentuan perjanjian pinjaman uang di PT. Pegadaian
(Persero) Cabang Maros adalah sangat mudah, cepat dan dalam prakteknya tidak
berbelit-belit. Cara penebusannya yaitu dengan membayar uang pinjaman dan
bunga maka nasabah dapat mengambil barangnya kembali. Selanjutnya faktor-
faktor penyebab sehingga benda jaminan tidak dapat dieksekusi di PT. Pegadaian
(Persero) Cabang Maros yaitu benda yang digadaikan ternyata benda curian,
benda yang digadaikan bukan milik debitur,dan benda yang digadaikan rusak atau
hilang dalam penyimpanan.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perseroan Terbatas Pegadaian adalah salah satu dari lembaga perkreditan
yang berada dalam lingkungan Departemen Keuangan, sebab PT. Pegadaian
adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), satu-satunya yang
menyelenggarakan penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Pegadaian
semula berbentuk Jawatan kemudian dengan PP. No. 9 Tahun 1969 statusnya
diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian. Dan untuk meningkatkan
efektifitas dan produktivas, maka dengan PP No. 10 Tahun 1990 statusnya diubah
menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, dan berdasarkan PP. No. 103
tahun 2000 statusnya tetap sebagai Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Namun
pada 1 April 2012, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pegadaian berubah status
hukumnya dari perusahaan umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas atau PT.
Perubahan status hukum ini didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang
diterbitkan pada 13 Desember 2011 lalu.1
Perjanjian gadai yang dilakukan di lingkungan PT. Pegadaian secara
umum didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku Ke II
KUH Perdata dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata.
Dasar hukum dari gadai dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah(2), ayat 283.
Allah SWT berfirman:
1 Www.media-indonesia.com / Dasar Hukum Berdirinya Pegadaian (25 Oktober 2012).
2










Terjemahannya :
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu
tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah
kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.2
Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang
dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan
biasa dikenal sebagai jaminan (collateral) atau objek pegadaian.3
Dalam Tafsir Al-Jalalain penjelasan Q.S.Al-Baqarah ayat 283 sebagai
berikut:
“(Jika kamu dalam perjalanan), yakni sementara itu mengadakan utang-
piutang (sedangkan kamu tidak beroleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang jaminan) ada yang membaca 'ruhunun' bentuk jamak dari rahnun (yang
dipegang) yang diperkuat dengan kepercayaanmu. Sunah menyatakan
2 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya (Semarang: Yayasan Penyelenggara
Penerjemah Al-Qur’an, 2002), h. 71.
3 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Gema Insani Press,
2001), h.128.
3diperbolehkannya jaminan itu di waktu mukim dan adanya penulis. Maka
mengaitkannya dengan jaminan, karena kepercayaan terhadapnya menjadi lebih
kuat, sedangkan firman-Nya, "...dan jaminan yang dipegang", menunjukkan
jaminan disyaratkan harus dipegang dan dianggap memadai walaupun si
peminjam atau wakilnya tidak hadir. (Akan tetapi jika sebagian kamu
mempercayai yang lainnya), maksudnya yang berpiutang kepada orang yang
berutang dan ia tidak dapat menyediakan jaminan (maka hendaklah orang yang
dipercayainya itu memenuhi), maksudnya orang yang berutang (amanatnya),
artinya hendaklah ia membayar utangnya (dan hendaklah ia bertakwa kepada
Allah, Tuhannya) dalam membayar utangnya itu. (Dan barang siapa yang
menyembunyikan kesaksian, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya).
Dikhususkan menyebutkannya di sini, karena hati itulah yang menjadi tempat
kesaksian dan juga karena apabila hati berdosa, maka akan diikuti oleh lainnya,
hingga akan menerima hukuman sebagaimana dialami oleh semua anggota
tubuhnya. (Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) hingga tiada
satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.”4
Dalam negara yang sedang berkembang, juga di dalam negara yang sedang
mengalami krisis, kebijaksanaan yang longgar dalam bidang jaminan mutlak
diperlukan. Kelonggaran pelaksanaan pinjaman ini diperlukan demi perlindungan
terhadap pihak ekonomi lemah, yaitu petani, pedagang dan pegawai kecil. Mereka
memerlukan kredit untuk membangun mengembangkan usahanya atau memenuhi
kebutuhan yang mendesak karena mereka kurang mempunyai barang yang tidak
4 Imam Jalaluddin Muhammad B. Ahmad al-Mahalli & Imam Jalaluddin 'Abdirrahman B.
Abu Bakar as-Suyuthi, Tafsir jalalain jilid 1( Jakarta: Pustaka Elba).h. 457.
4bergerak sebagai jaminan guna memperoleh pinjaman yang diperlukan, maka
sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang ada pemberian fasilitas pinjaman dan
kredit-kredit investasi usaha kecil dan pertanian sangat diperlukan. Keadaan
tersebut menimbullkan pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak, yang
lazim disebut gadai.
Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan pinjaman dan fasilitasnya,
maka demi keamanan pemberian pinjaman perlu adanya jaminan. Kenyataannya
menunjukkan bahwa sistem kredit skala kecil dengan prosedur yang mudah, cepat
dan murah sangat dibutuhkan oleh golongan ekonomi lemah. Terbukti semakin
meningkatnya pinjaman yang disalurkan oleh PT. Pegadaian, mengingat PT.
Pegadaian merupakan lembaga jaminan yang mampu melayani kebutuhan akan
uang pinjaman dalam waktu yang relatif singkat. Dalam praktek lembaga gadai
banyak digunakan masyarakat untuk mendapatkan uang tunai apabila di negara
yang sedang berkembang dan taraf pembangunan, masyarakatnya banyak
membutuhkan uang guna memenuhi kebutuhan atau keperluan sehari-hari baik
yang bersifat produktif maupun konsumtif. Gadai banyak dilakukan terutama pada
PT. Pegadaian, baik milik pemerintah maupun milik swasta.
Negara Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan
disegala bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat
yang adil sejahtera, adil dan makmur. Terutama yang sedang diperbaharui saat ini
selain bidang politik juga khususnya bidang ekonomi yang tidak stabil.
Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil ini dikarenakan krisis moneter selama
beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat
5membantu upaya pemerintah dalam mengatasi gejolak perekonomian di negara
Indonesia.
Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang dalam memenuhui kebutuhan
hidup sehari-hari tidak lepas dari bantuan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan
hidup tersebut seseorang harus berinteraksi dengan orang lain, salah satunya
dalam hal pinjaman uang. Biasanya pinjaman uang yang dilaksanakan tersebut
disertai bunga dalam pengembaliannya dan juga benda jaminan khususnya benda
bergerak yang telah diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin meminjam uang,
pemerintah melalui PT. Pengadaian memberikan pinjaman uang kepada
masyarakat. Dalam pasal 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No. KEP/39/b/I/1971 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Cara
Kerja PT. Pegadaian, PT. Pegadaian mempunyai tugas untuk menyalurkan kredit
berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat terutama golongan ekonomi lemah
termasuk di dalamnya golongan pedagang yaitu dengan memberikan pinjaman
yang bersifat konsumtif maupun bersifat produktif, dengan bunga relatif rendah.
PT. Pegadaian juga ikut serta mencegah adanya ijon, pegadaian gelap dan riba.
Semua ini sesuai dengan motto pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa
Masalah”.
Dalam memberikan pinjaman uang, PT. Pegadaian melakukan perjanjian
dengan pinjaman uang (nasabah) dan nasabah harus mempunyai barang jaminan.
Tanpa membawa benda jaminan seorang nasabah tidak akan mendapat uang
6pinjaman, jadi adanya benda jaminan merupakan syarat meminjam uang di PT.
Pegadaian.
Benda jaminan akan tetap pada kekuasaan PT. Pegadaian selama hutang
nasabah belum dilunasi. Benda gadai baru dikembalikan kepada nasabah setelah
nasabah melunasi hutangnya kepada PT. Pegadaian pada waktu yang telah
ditetapkan dalam perjanjian.
Seperti yang tertulis dalam Pasal 1150 KUH Perdata telah ditetapkan sebagai
berikut:
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu
barang bergerak yang diserahkannya kepadanya oleh seorang berhutang
atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si
berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dan biaya
yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya, setelah barang itu
digadaikan, biaya biaya mana harus didahulukan.5
Untuk nasabah yang tidak melunasi pinjamannya itu, PT. Pegadaian dapat
melelang benda jaminan, dan hasilnya digunakan untuk melunasai hutang
nasabah.
Namun PT. Pegadaian sebagai pihak berpiutang walaupun dapat
mengeksekusi/melelang benda jaminan untuk pelunasan utang tersebut.
Kenyataannya ada benda jaminan yang tidak dapat dieksekusi di PT. Pegadaian.
Contohnya: menurut Budi Santoso,6 dari lima puluh (50) objek gadai, yang tidak
dapat dilunasi utangnya oleh nasabah, dua (2) diantaranya objek gadai tersebut
5 Yudha Pandu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: CV.Karya Gemilang,
2011), h.234.
6 Budi Santoso, Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Cabang Maros, wawancara oleh penulis
di Maros, tanggal  06 Mei 2013.
7tidak dapat dieksekusi/lelang dikarenakan barang tersebut rusak dalam
penyimpanan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut maka pokok masalah
yang perlu mendapat pengkajian adalah “Bagaimanakah Perjanjian Pinjaman
Uang Dengan Jaminan Benda Bergerak di PT. Pegadaian (Persero) Cabang
Maros”?, yang dibatasi dalam sub pokok masalah tersebut.
1. Bagaimana ketentuan tentang perjanjian pinjaman uang dengan jaminan
benda bergerak di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan sehingga benda jaminan tidak
dapat dieksekusi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros?
C. Defenisi Operasional
Untuk menghindari kekeliruan pandangan terhadap pengertian yang
sebenarnya dari judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa istilah dalam
judul ini sebagai variable :
”Perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak
berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu
saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.(Pasal 1313 KUH Perdata)7
“Pinjaman Uang” merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu
lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu jangka
7 Yudha Pandu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: CV.Karya Gemilang,
2011),h.265.
8waktu tertentu melalui angsuran  pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah
dengan bunga pinjamn.8
“Jaminan” adalah asset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi
pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.9
“Benda Bergerak” karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah
sendiri atau dipindahkan.(Pasal 509 KUH Perdata).10
D. Kajian Pustaka
Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya “Hukum Perikatan”
menjelaskan bahwa pengertian Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang
terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa
atau keadaan. Yang mana perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan,
dalam bidang hukum keluarga, dan dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang
meliputi bebrapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.
Menurut Abdul Kadir Muhammad, rumusan Pasal 1313 KUHPerdata tidak
disebut tujuan diadakannya perjanjian, hanya menyebutkan tentang pihak yang
satu atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lainnya dan sama sekali  tidak
menentukan untuk tujuan apa suatu perjanjian tersebut dibuat.
Ahmadi Miru dalam bukunya “Hukum Kontrak Bernuansa Isalam”
menjelaskan bahwa dalam perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak
atau Freedom of Contract. Maksud dari asas tersebut adalah bahwa setiap orang
8 Www.media-indonesia.com/ Arti Pinjaman Uang (14 Januari 2013).
9 Www.media-indonesia.com/ Arti Jaminan (14 Januari 2013).
10 Yudha Pandu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: CV.Karya Gemilang,
2011),h.127.
9pada dasarnya bebas untuk membuat perjanjian dengan berbagai isi dan jenisnya,
asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
H. Salim HS dalam bukunya “Perkembangan Hukum Jaminan di
Indonesia” menjelaskan bahwa istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa
Belanda, yaitu “Zekerheid” atau “Cautie”.  Zekerheid atau“Cautie” mencakup
secara  umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping
pertanggung jawaban umum debitur terhadap hutang-hutangnya.
R. Wiryono Prododikoro dalam bukunya “Asas-asas Hukum Perjanjian”
menjelaskan bahwa suatu perhubungan hukum mengenai  harta benda antara dua
belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau
tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut
pelaksanaan perjanjian.
Berdasarkan penjelasan buku-buku tersebut, penulis merasa tertarik untuk
membahasnya dan tulisan ini dipandang perlu dikaji oleh penulis dan sepanjang
penelusuran penulis terkait dengan judul penelitian meskipun ada kaitannya tetapi
tidak persis sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui ketentuan tentang perjanjian pinjaman uang
dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian (Persero) Cabang
Maros.
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sehingga benda
jaminan tidak dapat dieksekusi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang
Maros.
2. Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Kegunaan Teoritis
Untuk mengetahui ketentuan tentang perjanjian pinjama uang dengan
jaminan benda bergerak di PT. Pegadaina (Persero) Cabang Maros.
b. Kegunaan Praktis
Untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai ketentuan
tentang perjanjian pinjaman uang dengan jaminan benda bergerak di PT.
Pegadaina (Persero) Cabang Maros.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN GADAI
A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya
1. Pengertian Perjanjian
Sebelum kita berbicara tentang perjanjian, maka kita harus mengetahui
terlebih dahulu batasan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata
yang berbunyi :
“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih
mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”1
Dengan adanya pengertian perjanjian seperti ditentukan diatas, dapat
diketahui bahwa kedudukan antara pihak yang mengadakan perjanjian adalah
sama dan seimbang. Jika dicermati secara mendalam batasan perjanjian seperti
tersebut diatas, akan terlihat bahwa batasan tersebut ternyata mempunyai arti
yang sangat luas dan umum sekali sifatnya, selain itu juga tanpa menyebutkan
untuk tujuan apa perjanjian tersebut. Hal tersebut terjadi karena di dalam batasan
perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, hanya menyebutkan
tentang pihak yang satu atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lainnya dan
sama sekali  tidak menentukan untuk tujuan apa suatu perjanjian tersebut dibuat.
Dasar hukum dari perjanjian dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282.
Allah SWT berfirman:
1 Yudha Pandu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: CV. Karya Gemilang,
2011), h.265.
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

































Terjemahannya :
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang
itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak
mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.
dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).
jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka
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yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang
itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian
itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali
jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka
tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu
adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.2
Dalam tafsir Jalalain, “ Ya Ayyuhalladzina Amanuu idza tadayantum bi
daynin ilaa ajalim musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl”
arti nya muamalat atau transaksi dalam muamalah seperti jual beli , sewa
menyewa, transaksi penjualan dan pembelian dengan tangguh atau tempo, lafazh
bi dainin misalnya pinjaman atau sewa “ ilaa ajallim musamma untuk waktu
yang ditentukan, . lafazh fak tubuhu dalam tafsir jalalain diartikan untuk
pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nanti nya. “ wa yaktub bainakum bil
adl “ di akhir ayat ada lafazh “adl “ yang dalam tafsir jalalain, dijelaskan
maksudnya benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah hutang atau masa
tempo nya, dalam baris pertama surah Al Baqarah ayat 282 ini sebuah perintah
yang jelas dari Allah SWT sebagai Rabb dan Syari ( pembuat hukum ) agar
manusia disiplin dalam hal pembukuan akuntansi dari hasil hubungan
berekonomi atau hasil dari aktivitas ekonomi, jika dalam tafsir Jalalain lafazh
 ُهُﻮُﺒﺘْﻛﺎَﻓ perintah untuk mengukuhkan maka bermakna perintah dari Allah SWT
secara implisit untuk mencatat setiap transaksi khususnya jika transaksi tersebut
memiliki tempo tertentu atau term pembayaran tertentu.
2 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya (Semarang: Yayasan Penyelenggara
Penerjemah Al-Qur’an, 2002), h. 70.
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Baris selanjutnya dalam tafsir Jalalain
 ُْﺐﺘْﻜَﯿَْﻠﻓ ُ ﱠ  ُﮫَﻤﱠﻠَﻋ ﺎَﻤَﻛ َُﺐﺘْﻜَﯾ َْنأ ٌﺐِﺗﺎَﻛ َْبَﺄﯾ ﻻَو
Dalam tafsir Jalalain, lafazh  َْبﺄَﯾﻻَو diterjemahkan ( dan janganlah merasa
enggan atau berkeberatan, lafazh  ٌﺐِﺗﺎَﻛdimaknai sebagai penulis bisa juga
bermakna seorang akuntan.  َُﺐﺘَْﻜﯾ َْنأjika diminta untuk menuliskannya  ُ ﱠ  ُﮫَﻤﱠﻠَﻋ ﺎَﻤَﻛ
 َو ُْﺐﺘَْﻜﯿْﻠَﻓ ِﻞِﻠُْﻤﯿْﻟ sebagaimana Allah telah mengajarkanya menulis, dalam tafsir
jalalain, yang terakhir ini memiliki penekanan, huruf Kaf berhubungan dengan
lafazh “ya;ba” maka perintah “fal yaktub “ sebagai penguat.
Pada baris berikutnya
 ُﮫﱠﺑَر َ ﱠ  ِﻖﱠﺗ ًﺌْﯿَﺷ ُﮫْﻨِﻣ ْﺲَﺨَْﺒﯾ ﻻَو َﻲْﻟَو ﱡﻖَﺤْﻟا ِﮫَْﯿﻠَﻋ يِﺬﱠﻟا ِﻞِﻠُْﻤﯿْﻟَﻮ
Dalam tafsir Jalalain, lafaz  ِﻞِﻠُْﻤﯿْﻟَوdimaknai dan hendaklah diimlakkan
surat itu, sedangkan dalam mushaf tafsir wa bayan, lafaz wal yumlil diartikan
dibacakan atau didiktekan, jika dalam tafsir Al Qur’an yang dikeluarkan oleh
Kementerian Agama, perlu adanya bukti-bukti tertulis dan jika tidak ada, perlu
ada nya saksi, bukti tertulis dalam hal ini bisa berupa invoice penjualan surat
jalan, kwitansi, surat bon hutang. Dalam ayat ini juga ada perintah untuk takut
kepada Allah, perintah ini ditujukan kepada akuntan selaku user utama dari alur
bisnis, takut kepada Allah ini bukan saja perintah normatif tetapi juga penegasan
bahwa spirit akuntansi salah satu nya ketaqwaan seorang akuntan.
Kemudian terakhir
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ًﺎﺌْﯿَﺷ ُﮫْﻨِﻣ ْﺲَﺨَْﺒﯾ ﻻَو
Dalam tafsir jalalain, secara jelas disebut (janganlah dikurangi
daripadanya, )maksudnya dari hutang nya itu. dalam tafsir wa bayan disebutkan
arti dari wala yabkhas minhu syai’an “la yanqush minal haq alaihi “ jangan
dikurangi sedikitpun jua dari yang sesungguhnya. Nilai sebesar hutangnya.
konsekuensi dari taqwa benar-benar menjauh dari yang dilarang oleh Allah atau
benar-benar berhati-hati agar pekerjaannya sebagai akuntan tetap diredhai oleh
Allah Yang Maha Menatap.3
Suatu perjanjian akan lebih luas dan jelas artinya, jika batasan mengenai
perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan di mana dua orang atau
lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta
kekayaan.4
Dalam perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak (Freedom of
Contract). Maksud dari asas tersebut adalah bahwa setiap orang pada dasarnya
bebas untuk membuat perjanjian dengan berbagai isi dan jenisnya, asal tidak
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang
untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian di
antaranya:
3 Imam Jalaluddin Muhammad B. Ahmad al-Mahalli & Imam Jalaluddin 'Abdirrahman B.
Abu Bakar as-Suyuthi, Tafsir jalalain jilid 1( Jakarta: Pustaka Elba).h. 456.
4 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h.78.
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a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
d. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.5
Berdasarkan rumusan batasan perjanjian tersebut di atas, menurut Abdul
Kadir Muhammad terdapat beberapa unsur, yaitu :
a. Ada pihak-pihak.
b. Ada persetujuan antara para pihak.
c. Ada tujuan yang akan dicapai.
d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan.
e. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.6
2. Syarat-syarat sahnya Perjanjian
Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian yang sah artinya perjanjian
yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang sehingga
diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak
diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena
itu bila pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat
5 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak, Ed.1, cet.4 (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2011), h.4.
6 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 89.
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walaupun tidak memenuhi syarat, perjanjian itu berlaku diantara mereka sebagai
undang-undang apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mematuhinya
lagi maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.7
Syarat-syarat sah perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata
adalah sebagai berikut:
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
c. Mengenai suatu sebab tertentu;
d. Suatu sebab yang tidak terlarang.8
Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat
obyektif. Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal
demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan
tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian
tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan
demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan Hakim.9
Dalam hal syarat subyektif telah terpenuhi, maka perjanjiannya bukan
batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya
perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak
yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas.
7 Ibid, h. 91.
8 Yudha Pandu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: CV Karya Gemilang,
2011),h.226.
9 R. Subekti , Hukum Perjanjian (Jakarta: PT. Internusa, 1987) h.20.
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Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh
Hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan
demikian, nasib sesuatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada
kesediaan suatu pihak yang mentaatinya.10
3. Jenis Perjanjian
Perjanjian terdiri atas 6 jenis, yaitu:
a. perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban
pokok kedua belah pihak.
b. Perjanjian Cuma-Cuma, yaitu suatu perjanjian atas beban atau memberikan
keuntungan salah satu pihak saja(pasal 1314 KUHPerdata).
c. Perjanjian Khusus (benoemde) dan perjanjian umum (onbenoemd);
Perjanjian khusus, yaitu suatu perjanjian mempunyai nama tersendiri,
sedangkan perjanjian umum, suatu perjanjian yang tidak diatur dalam
KUHPerdata tetapi ada dalam masyarakat. Perjanjian Umum tidak terbatas
dan terbit atas dasar kebebasan (partij otonomi) asal sesuai dengan hukum
perjanjian.
d. Perjanjian Kebendaan (zakelijk) dan (Obligator). Perjanjian kebendaan,
adalah perjanjian dimana seseorang menyerahkan haknya kepada pihak
lain, sedangkan perjanjian obligator, adalah perjanjian di mana pihak-pihak
mengikat diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain yang
menimbulkan perikatan.
10 Ibid , h. 20.
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e. Perjanjian konsensual, adalah perjanjian di mana kedua belah pihak
mengadakan penyesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan dan telah
mengikat setelah sepakat (Pasal 1338 KUH Perdata).
f. Perjanjian Istimewa sifatnya, Perjanjian tersebut memiliki tiga bentuk
1). Perjanjian Liberatoir, yaitu suatu perjanjian di mana para pihak
membebaskan diri dari kewajiban yang telah ditetapkan.
2). Perjanjian Pembuktian (bewijsovereenkomst), yaitu suatu perjanjian
di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di
antara mereka jika terjadi sengketa.
3). Perjanjian Publik yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau
keseluruhan dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak
bertindak sebagai penguasa (Pemerintah), misalnya perjanjian ikatan
dinas.11
Berdasarkan beberapa jenis perjanjian tersebut, maka perjanjian antara
nasabah dengan PT. Pegadaian termasuk dalam katagori jenis Perjanjian
Kebendaan dan atau obligator, sebab nasabah memberikan sebagian haknya
kepada pegadaian atau menyerahkan sesuatu urusan kepada pihak pegadaian atau
mengesahkan sesuatu urusan kepada pihak pegadaian bertindak atas barang
nasabah (barang jaminan).
11 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: Citra Adtya Bakti,1992)h. 89-
93.
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4. Wanprestasi
Dapat kita pahami bersama bahwa dalam suatu perjanjian terdapat hak
dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Kewajiban dari debitur, yaitu untuk
memenuhi prestasi. Oleh karena itu, jika ia tidak melaksanakan kewajiban
tersebut yang bukan karena keadaan memaksa, menurut hukum debitur dianggap
telah wanprestasi atau dengan perkataan lain ingkar janji.
Wanprestasi dapat berupa :
a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
c. Terlambat memenuhi prestasi;
d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.12
Menurut Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dianggap melakukan
wanprestasi dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan, jika waktunya tidak
ditentukan, maka untuk adanya wanprestasi tersebut perlu diberitahukan kepada
debitur, berupa surat peringatan atau kata sejenis itu akibat debitur yang
wanprestasi, maka pihak kreditur dapat memilih salah satu dari beberapa
tuntutan-tuntutan :
a. Pemenuhan Perjanjian.
b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian.
c. Ganti kerugian saja.
12 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, Ed.1,cet.1 (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2012), h.95.
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d. Pembatalan perjanjian.
e. Pembatalan disertai ganti kerugian
Ganti kerugian dapat dituntut atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1243
KUH Perdata dengan rincian kerugian dalam tiga katagori sebagai berikut :
a. Biaya kerugian dan bunga.
b. Kerugian.
c. Bunga13
Dalam penuntutan ganti kerugian, oleh Undang-undang diberikan
ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi.
Ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut
sebagai ganti kerugian. Dengan demikian seorang debitur yang lalai, masih juga
dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan si kreditur.14
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Gadai
1. Pengertian Gadai
Istilah lembaga hak jaminan “gadai” ini merupakan terjemahan kata pand
atau vuistpand (bahasa Belanda), pledge atau pawn (bahasa Inggris), pfand atau
faustpfand (bahasa Jerman).15
13 Yudha Pandu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta:CV Karya Gemilang,
2011),h. 254.
14 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: Citra Adtya Bakti, 1992) , h. 27.
15 Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), h.263.
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Dasar dari pand atau gadai adalah terdapat dalam KUH Perdata Buku ke-
II tentang Benda Pasal 1150:16
“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang
bergerak yang diserahkan kepadanya oleh berutang atau oleh organisasi lain atas
namanya dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil
pelunasan dari barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk
menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya harus
didahulukan.”
Menurut undang-undang, gadai itu dianggap telah lahir ditandai dengan
penyerahan kekuasaan (bezit) atas barang yang dijadikan tanggungan itu pada
kreditur. Di dalam perjanjian gadai, pemegang gadai dalam hal ini Perum
Pegadaian harus menjaga, bahwa nilai daripada benda yang digadaikan tersebut
lebih tinggi daripada pengajuan kredit hutang yang dikaitkan dengan hak gadai
tersebut. Oleh karena itu, maka debitur mempunyai kepentingan untuk dapat
mengambil kembali barangnya dan juga melunasi hutangnya.
2. Dasar Hukum Gadai
Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan,
yaitu :
a. Pasal 1150 KUH Perdata sampai denga Pasal 1160 Buku II KUH Perdata;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan
Pegadaian;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
16 Yudha Pandu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta:CV.Karya Gemilang,
2011),h.234.
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d. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum
(Perum) Pegadaian. Di Indonesia, lembaga yang ditunjuk untuk menerima
dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai adalah lembaga
pegadaian;17 dan
e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang pengalihan Bentuk
Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perseroan Terbatas (PT).18
3. Subyek Dan Obyek Gadai
Subyek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu :
a. Pihak yang memberikan jaminan gadai, dinamakan pemberi gadai
(pandgever).
b. Pihak yang menerima jaminan gadai, dinamakan penerima gadai
(pandnemer).19
Obyek gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak ini terdiri dari benda
bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud, adalah benda
yang dapat berpindah atau dipindahkan, misalnya emas, sepeda motor dan lain-
lain. Benda bergerak yang tidak berwujud, seperti piutang atas tunjuk, hak
memungut hasil atas benda dan atas piutang.20
17 H.Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Ed.1, Cet.5 ( Jakarta: Raja
Grafindo persada, 2011), h.35.
18 www.pegadaian.co.id/ Dasar Hukum Gadai (23 Oktober 2012).
19 Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), h.266.
20 H.Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Ed.1, Cet.5 ( Jakarta: Raja
Grafindo persada, 2011), h.38
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4. Bentuk Dan Substansi Perjanjian Gadai
Perjanjian Gadai dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis,
sebagaimana halnya dengan perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pemberian
kredit. Perjanjian tertulis ini dapat dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan
dan akta otentik. Di dalam prakteknya, perjanjian gadai ini dilakukan dalam
bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan
penerima gadai. Bentuk, isi dan syarat-syaratnya telah ditentukan dalam surat
bukti kredit (SBK), meliputi nama, alamat, jenis barang jaminan, jumlah taksiran,
jumlah pinjaman, tanggal kredit dan tanggal jatuh tempo. Persyaratan yang
tercantum dalam SBK ini telah distandarisasi oleh PT. Pegadaian. Pemberi gadai
tinggal menyetujui atau tidak menyetujui persyaratan tersebut. Apabila pemberi
gadai menyetujuinya, ia menandatangani syarat tersebut. Apabila tidak
disetujuinya, ia tidak menandatangani dan perjanjian gadai itu tidak ada.
5. Hak Dan Kewajiban Antara Pemberi Gadai Dan Penerima Gadai
Hak dan kewajiban para pihak timbul sejak terjadinya perjanjian antara
pemberi gadai dengan penerima gadai. Di dalam Pasal 1155 KUH Perdata telah
diatur tantang hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Hak Penerima Gadai adalah :
a. menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang
ditentukan;
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b. menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya
setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan
janjinya (eksekusi parate).
Kewajiban Penerima Gadai adalah:
a. menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya;
b. tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi
miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUH
Perdata);
c. memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan
barang-barang gadai (Pasal 1156 KUH Perdata);
d. Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang
gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUH
Perdata).
Hak-Hak Pemberi Gadai adalah :
a. menerima uang gadai dari penerima gadai;
b. berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga, dan biaya
lainnya telah dilunasinya;
c. berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual
untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1156 KUH Perdata).
d. Melakukan eksekusi parate.
Kewajiban Pemberi Gadai adalah :
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a. menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai;
b. membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai;
c. membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk
menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUH Perdata).21
6. Hapusnya Gadai
Hapusnya gadai telah ditentukan di dalam Pasal 1152 KUH Perdata dan
surat bukti kredit (SBK). Di dalam Pasal 1152 KUH Perdata ditentukan 2 cara
hapusnya hak gadai, yaitu :
a. barang gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai; dan
b. hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai
surat bukti kredit.
Begitu juga dalam surat bukti kredit (SBK) telah diatur tentang
berakhirnya gadai. Salah satunya adalah jika jangka waktu gadai telah berakhir.
Jangka waktu gadai itu adalah minimal 15 hari dan maksimal 120 hari.22
7. Pengertian Pegadaian
Pegadaian (Pawnshop), adalah salah satu bentuk Lembaga Pembiayaan
yang diperuntukan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang
membutuhkan dana dalam waktu segera. Lembaga Pembiayaan Pegadaian
dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. PT.
21 Ibid. hal.48.
22 Ibid. h. 51.
27
Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Sebagai
lembaga perkreditan, PT. Pegadaian menyalurkan dana pinjaman kepada
masyarakat yang membutuhkan, dengan bunga yang relatif rendah dan pelayanan
relatif cepat. Agar penyaluran dana pinjaman terjamin dan aman, maka
diberlakukan sistem gadai, yaitu penyerahan barang bergerak sebagai jaminan
kepada PT. Pegadaian, yang senilai dengan atau lebih tinggi dari jumlah
pinjaman. Apabila pada waktu yang telah ditetapkan (jatuh tempo) pinjaman
tidak dikembalikan, maka barang jaminan dapat dijual lelang guna menutup
pengembalian pinjaman, dan jika masih ada nilai sisanya akan dikembalikan
kepada Peminjam.23
8. Misi danTujuan Pegadaian
PT. Pegadaian mempunyai misi memenuhi kebutuhan dana masyarakat
dengan pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai. Misi tersebut
dimaksudkan untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah, agar tidak
terjerat oleh dan terhindar dari praktek lintah darat dan Pegadaian gelap dengan
bunga yang tinggi. Karena penyaluran dana pinjaman didasarkan pada sistem
gadai, maka jaminan barang bergerak merupakan syarat mutlak yang wajib
dipenuhi oleh setiap calon Peminjam. Barang bergerak yang dapat dijadikan
jaminan diklasifikasikan menurut golongan barang yang ditetapkan oleh Direksi.
Di samping itu, PT. Pegadaian juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat lapisan bawah yang berpenghasilan rendah dengan mencegah dan
menghindari praktek lintah darat dan Pegadaian gelap dengan bunga tinggi.
23 www.pegadaian.co.id/ arti pegadaian. (23 Oktober 2012)
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Pegadaian juga turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program
pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.24
9. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Gadai
Berbicara masalah perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian
gadai, maka informasi perlindungan hukum dalam perjanjian gadai harus dilihat
pada perjanjian gadai yang ada.
Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian gadai ini dapat
dilihat pada Pasal 1157 KUH Perdata. Bagian tersebut merupakan perlindungan
dari tindakan wanprestasi yang dilakukan pihak PT. Pegadaian karena kelalaian
karyawannya, sehingga menyebabkan barang gadai hilang atau rusak.25
10.Lelang
Pada dasarnya eksekusi barang jaminan gadai dilakukan dengan penjualan
di muka umum melalui pelelangan dengan meminta bantuan kantor/badan lelang.
Namun berdasarkan eksekusi parate, maka kreditor/pemegang gadai mempunyai
wewenang penuh tanpa melalui pengadilan untuk mengeksekusi barang jaminan.
Hal ini dapat dilakukan bilamana sebelumnya hal tersebut sudah dijanjikan.26
Untuk menaggulangi kemacetan kredit gadai akibat tidak ditebusnya
barang gadaian oleh nasabah, PT. Pegadaian menggunakan cara lelang sebagai
24 Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan
Pembiayaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.109.
25 J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, ( Bandung: C itra Aditya bakti,
2002),h.56.
26 Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), h.278.
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laternatif terakhir apabila tindakan atau langkah kebijaksanaan-kebijaksanaan di
bawah ini sudah tidak mampu menanggulanginya. Lelang dimaksudkan untuk
kelancaran usaha PT. Pegadaian.
Tindakan atau langkah kebijaksanaan yang di ambil adalah sebagai
berikut:
a. Menghubungi Pemilik Barang
Sebelum jatuh tempo suatu barang, kepala cabang mengambil
kebijaksanaan dengan jalan menghubungi pemilik barang tersebut melalui telpon
untuk menberitahukan bahwa barang miliknya sudah jatuh tempo. Hal ini
dimaksudkan agar pemilik barang dapat menebusnya ataupun gadai ulang dengan
jalan membayar sewa modalnya (bunga) saja.
b. Ulang Otomatis
Kebijaksanaan ini adalah kebijaksanaan yang diambil oleh Kepala PT.
Pegadaian dengan cara menaikkan jumlah pinjaman nasabah tersebut ( jika
jumlah pinjaman kurang dari jumlah maksimal pinjaman)
Pada PT. Pegadaian bila nasabah sudah tidak mampu melunasi uang pinjamannya
saat jatuh tempo, maka agunan mereka akan di lelang dan setelah di kurangi
dengan uang pinjaman + sewa modal (bunga) + ongkos lelang penjualan sebesar
(1 %), apabila masih ada uang kelabihan,nasabah dapat mengambil uang
kelebihan tersebut selambat-lambatnya satu tahun setelah pelaksanaan lelang.27
27 www.pegadaian.co.id/ syarat-syarat lelang, (23 Okatober 2012).
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C. Kerangka Berfikir
Dalam memberikan pinjaman uang, PT. Pegadaian Cabang Maros
melakukan perjanjian dengan nasabah dan nasabah harus mempunyai barang
jaminan. Tanpa membawa benda jaminan seorang nasabah tidak akan mendapat
uang pinjaman. Benda jaminan akan tatap pada kekuasaan PT. Pegadaian selama
hutang nasabah belum dilunasi. Benda gadai baru dikembalikan kepada nasabah
setelah nasabah melunasi hutangnya kepada PT. Pegadaian pada waktu yang telah
ditetapkan dalam perjanjian. Namun dalam prakteknya ada nasabah yang tidak
melunasi hutangnya kepada PT. Pegadaian. Untuk nasabah yang tidak melunasi
pinjamannya itu, PT. Pegadaian dapat melelang benda jaminan(eksekusi parate),
dan hasilnya digunakan untuk melunasai hutang nasabah. Namun ada jenis benda
yang tidak dapat dieksekusi oleh PT. Pegadaian cabang Maros karena pada saat
benda tersebut mau dilelang, fisik benda tersebut rusak dalam penyimpanan.
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D. Bagan Kerangka Berfikir
LELANG
Kep. Menteri Keuangan RI No. 337/KMK.
01/2000 Bab.I, Ps. 1.
PELAKSANAANNYA
Pasal1313 KUHPerdata
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NASABAH
(Debitur)
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PERJANJIAN
Pasal1313 KUHPerdata
BARANG
Dapat
Dieksekusi
Tidak Dapat
Dieksekusi
Eksekusi
Ril
Eksekusi
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Lokasi yang diambil untuk penelitian mengenai Perjanjian Pinjaman Uang
Dengan Jaminan Benda Bergerak adalah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros.
B. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Dalam penelitian ini digunakan dua (2) jenis data yaitu data primer dan
data sekunder, sebagai berikut :
a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan
melalui wawancara secara langsung kepada informan yang terkait
dengan penelitian ini.
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kajian
pustaka, jurnal, dokumen-dokumen dan lain-lain yang erat
kaitannya dengan objek penelitian ini.1
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data adalah informan, dan
yang menjadi informan adalah Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros 1
(satu) orang, pegawai yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros 3 (tiga)
orang, dan Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros 5 (lima) orang. Tiga
1 Narbuko Cholid dan H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, ( Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2002),h.32.
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elemen informan ini akan memberikan data yang terkait dengan perjanjian
pinjaman uang dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian (Persero)
Cabang Maros, baik melalui interview atau melihat dokumentasi. Selain itu
sumber data bisa diperoleh melalui literatur yang didapatkan dari perpustakaan
atau milik pribadi, yang berkaitan erat dengan objek penelitian ini.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang
akan diteliti yaitu semua yang terlibat dalam proses penggadaian di PT.
Pegadaian (Persero) Cabang Maros.
2. Sampel
Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerapkali tidak
mungkin untuk diteliti seluruh populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja
untuk diteliti sebagai sample untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.2
Sampel  dalam penelitian ini berjumlah Sembilan (9) orang yang terdiri
dari Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros satu (1) orang, pegawai
yang ada di PT Pegadaian (Persero) Cabang Maros tiga (3) orang, dan Nasabah
PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros lima (5) orang.
Penentuan sampel dalam penelitian ini berdasarkan teknik non random,
maka metode pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah
2 Ibid, h.44.
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Purposive Sampling, yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara
pengambilan subyek-subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sedangkan
pengambilan sampel untuk nasabah, dilakukan dengan menggunakan cara
accidental sampling, yaitu dengan menemui dan mewawancarai orang-orang
yang datang ke PT. Pegadaian tersebut di atas.
D. Teknik Pengumpulan Data
Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan
data sekunder :
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden baik
secara institusional atau secara individual melalui penelitian di lapangan. Data
primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan
narasumber (Manager PT. Pegadaian Cabang Maros dan Pegawai serta Nasabah)
yang berhubungan dengan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam
wawancara telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima
informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang
disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang mendasari serta menunjang penelitian
untuk meneliti dan menganalisa permasalahan yang diperoleh melalui studi
kepustakaan dengan menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-
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undangan, brosur/tulisan yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang
bersifat teoritis.3
E. Teknik Analisis Data
Setelah data primer dan sekunder selesai dikumpulkan dengan lengkap,
tahap berikutnya adalah analisis data. Pada tahap ini, data yang dikumpulkan
akan diolah dan dianalisis sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk
menjawab permasalahan yang ada. Teknik analisis yang digunakan adalah
analisis yang bersifat kualitatif, yaitu setelah data terkumpul, diseleksi kemudian
disusun secara teratur dan mengadakan analisis dengan menggunakan berbagai
ketentuan/peraturan maupun pendapat para ahli. Dengan menggunakan analisis
data kualitatif, apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, baik
berupa jawaban atau tanggapan serta pendapat, dianalisis dan ditafsirkan
(diinterpretasikan), sehingga memungkinkan menghasilkan kesimpulan akhir
yang memadai sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
3Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta, Ghalia
Indonesia, 1990), h.36.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum PT. Pegadaian Cabang Maros
Kantor PT. Pegadaian (persero) Cabang Maros terletak di Jl. Lanto
Daeng Passewang No.3 Maros, Sulawesi Selatan No.Pos 90511.
1. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Cabang Maros
Kantor pusat PT. Pegadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh
kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor cabang. Saat ini, PT.
Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kantor cabang merupakan unit operasional dengan seorang pemimpin
cabang yang bertanggung jawab kepada pemimpin wilayah utama/wilayah.
PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Maros sebagai Kantor PT.
Pegadaian (Persero) Cabang Muda, struktur organisasinya seperti pada gambar di
bawah ini:
Struktur Organisasi PT. Pegadaian Kantor Cabang Muda Kabupaten
Maros.
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Lampiran Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian No.
2287/SDM.200322/2012.
2. Produk Unit Layanan
Produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Maros
diantaranya:1
a. Jasa Taksiran
Jasa ini adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan
harga atau nilai harta benda miliknya, yang diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir
berpengalaman untuk mengetahui kepastian nilai atau kualitas suatu barang.
1 Buku Operasional, (Jakrta: Penerbit kantor Pustaka PT. Pegadaian, 2012), h.25-27 .
Pemimpin
Cabang
Manejer Bisnis
Fidusia dan Jasa
Lain
Manajer
Bisnis Gadai
Pengelola
UPC
Analis
KreditPenaksir
Penyimpan Penagi
Pemegang
Gudang
Pemasar
Pendukung Administrasi
dan Pembayaran
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Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti
tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya sehingga dapat memberikan rasa
aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai
investasi yang tinggi.
b. Jasa Titipan
PT. Pegadaian memberikan layanan jasa titipan barang berharga seperti
perhiasan, emas, batu permata, kendaraan bermotor, dan surat-surat berharga
seperti surat tanah, ijazah dan surat-surat lainnya. Untuk menjamin rasa aman dan
ketenangan kepada masyarakat luas akan harta simpanannya terutama bila hendak
meninggalkan rumah dalam jangka waktu cukup lama dengan prosedur mudah
dan biaya murah.
c. Jasa Gadai (Kredit Gadai, Cepat dan Aman/KCA)
Merupakan kredit dengan sistem gadai, yang diberikan kepada semua
golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan
produktif. Prosedur pengajuannya sederhana, mudah dan cepat. Hanya dengan
menyerahkan foto copy KTP atau identitas resmi lainnya, menyerahkan barang
jaminan (jaminan berupa barang bergerak seperti emas, berlian, mobil, motor dan
produk elektronik) dan menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK), maka hanya
dengan waktu 15 menit dana yang diinginkan sudah tersedia. Jangka waktu
pinjaman maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara
membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman. Sewa
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modal (bunga) pinjaman dipegadaian dibagi menjadi beberapa golongan seperti
data di bawah ini:
No Golongan Jangka
Waktu
Uang Pinjaman
(Rp)
Administrasi
(Rp)
Pembulatan Sewa
Modal/15
Hari*)
1 GOL  A 120 Hari 50.000,- –
500.000,-
2.000,- 10.000,- 0,75%
2 GOL  B1 120 Hari 550.000,- –
1.000.000,-
8.000,- 50.000,- 1,15%
3 GOL  B2 120 Hari 1.050.000,- –
2.500.000,-
15.000,- 50.000,- 1,15%
4 GOL  B3 120 Hari 2.550.000,- –
5.000.000,-
25.000.- 50.000,- 1,15%
5 GOL  C1 120 Hari 5.100.000,- –
10.000.000,-
40.000,- 100.000,- 1,15%
6 GOL  C2 120 Hari 10.100.000,- –
15.000.000,-
60.000,- 100.000,- 1,15%
7 GOL  C3 120 Hari 15.100.000,- –
20.000.000,-
80.000,- 100.000,- 1,15%
8 GOL  D 120 Hari 20.100.000,- KE
ATAS
100.000,- 100.000,- 1%
*) = Sewa modal 1 hari dihitung 15 hari dan 16 hari dihitung 30 hari dan
seterusnya.
Sumber: Data Primer, PT. Pegadaian Kantor Cabang Maros, Tahun
2012-2013.
d. Kredit Angsuran Fidusia (Kreasi)
Kreasi adalah pemberian pinjaman uang yang ditujukan kepada para
pengusaha mikro dan kecil dengan menggunakan kontruksi penjaminan kredit atas
dasar fidusia.
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Kredit atas dasar fidusia merupakan pengikatan jaminan dengan lembaga
pengikatan jaminan yang sempurna dan memberikan hak yang preferen kepada
kreditor, dalam hal ini adalah lembaga jaminan atau fidusia. Kredit dengan fitur
fidusia, bagi kreditor dan debitor merupakan jaminan yang “ideal”. Bagi kreditor,
uang yang dilepaskan tetap terjamin. Sedangkan bagi debitor, prosedur
mendapatkan uang lebih mudah dan yang paling penting lagi adalah barang
jaminan tetap dapat digunakan untuk menjalankan segala aktivitas.
e. Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida)
Jasa ini merupakan pemberian pinjaman kepada para mengusaha mikro
dan kecil (dalam rangka mengembangkan usaha) atas dasar gadai dengan jaminan
emas dan berlian yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.
f. Kredit Industri Rumah Tangga (Krista)
Kredit untuk ibu rumah tangga yang memiliki usaha dan tergabung
dalam kelompok, dengan jangka waktu 1 tahun dan angsuran tetap setiap bulan.
3. Sumber Dana PT. Pegadaian Kantor Cabang Maros
Untuk menjalankan perusahaan, pegadaian membutuhkan modal yang
besar untuk pemberian dana pinjaman kepada nasabah dan biaya investasi
penyimpanan barang gadai serta biaya operasional sehari-hari pegadaian itu
sendiri. Aspek permodalan mudah didapatkan bila sebuah perusahaan berbentuk
perseroan terbatas, yaitu dana bisa didapatkan dari penjualan saham yang
dilakukan di pasar bursa. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan PT.
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Pegadaian yang mempunyai status sebagai Perseroan Terbatas (PT), PT.
Pegadaian terikat dengan ketentuan legislasi mengenai perusahaan umum sebagai
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah binaan Kementrian
BUMN dan Departemen Keuangan sehingga pendanaan tidak didapatkan dari
kegiatan penjualan saham.
PT. Pegadaian pada awalnya mendapat modal dari pemerintah yang
selanjutnya PT. Pegadaian pendanaannya dari modal sendiri, penerbitan obligasi
dan sewa modal.2
B. Ketentuan Dalam Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan Benda
Bergerak Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros
1. Syarat-syarat Pemberian Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang
Maros
PT.Pegadaian dapat langsung memberikan pelayanan kredit gadai bagi
nasabah dengan syarat permintaan kredit sebagai berikut:3
a. Foto copy KTP atau kartu pengenal lainnya (SIM, Paspor dan
sebagainya).
b. Barang jaminan yang memenuhi persyaratan.
c. Surat kuasa dari pemilik barang jika barang dikuasakan.
d. Mengisi formulir permintaan kredit (FPK).
e. Menandatangani perjanjian kredit (SBK).
2 Budi Santoso, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Maros, wawancara oleh
penulis di maros, tanggal  06 Mei 2013.
3 Aturan Dasar Pegadaian,(Jakrta: Penerbit kantor Pustaka PT. Pegadaian,2012), h.08.
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Untuk jenis usaha lainnya seperti kreasi maupun krasida hampir sama
dengan permintaan kredit gadai, namun terdapat beberapa persyaratan khusus,
untuk krasida yaitu ditambah dengan foto copy kartu keluarga (KK), foto copy
pembayaran PBB dan rekening listrik bulan terakhir dan harus membawa surat
keterangan usaha dari kelurahan/kades setempat. Sedangkan untuk kreasi
beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi yaitu foto copy kartu keluarga
(KK), surat keterangan keabsahan kendaraan bermotor dari SAMSAT, foto copy
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan rekening listrik bulan
terakhir.4
Untuk melakukan permintaan gadai maka nasabah harus memiliki barang
jaminan yang ingin digadaikan. Barang jaminan yang ditentukan oleh PT.
Pegadaian dapat diterima sebagai barang jaminan antara lain:5
a. Kain
b. Perhiasan (emas, perak, berlian, batu mulia, dan sebagainya)
c. Kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain)
d. Barang rumah tangga (perabotan, elektronik, gerabah, dan sebagainya)
Untuk usaha kreasi dan krasida, barang jaminan yang sering dipakai
adalah perhiasan dan kendaraan bermotor. Barang jaminan tersebut mempunyai
nilai yang cukup tinggi karena mengingat bahwa yang disalurkan kepada nasabah
4 Djoko Suseno, Manajer Usaha Lain PT. Pegadaian Cabang Maros, wawancara langsung
oleh penulis di maros, tanggal  06 mei 2013.
5 Aturan Dasar Pegadaian,(Jakrta: Penerbit kantor Pustaka PT. Pegadaian,2012), h.17.
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juga bernominal besar yaitu pinjaman minimal 3 juta dengan angsuran yang dapat
dipilih 12 bulan, 18 bulan atau 24 bulan dengan biaya administrasi 1% dari uang
pinjaman. Sedangkan untuk usaha gadai barang jaminan yang diterima seperti
yang disebutkan pada poin a, b, c dan d di atas. Adapun jika barang jaminan
dianggap tidak memenuhi syarat oleh PT. Pegadaian maka permintaan kredit tidak
dapat diberikan. Barang yang tidak boleh diterima karena tidak memenuhi syarat
menjadi barang jaminan menurut pihak PT. Pegadaian adalah sebagai berikut:6
a. Barang milik pemerintah (senjata api, pakaian dinas, perlengkapan militer,
dan sebagainya).
b. Barang yang mudah busuk (makanan, obat-obatan, tembakau, dan
sebagainya).
c. Barang yang berbahaya dan mudah terbakar (tabung berisi gas, minyak
tanah, bensin, petasan dan sebagainya).
d. Barang yang sukar ditaksir nilainya (barang purbakala, historis).
e. Barang yang dilarang peredarannya (ganja dan obat-obatan terlarang).
f. Barang yang tidak tetap harganya (lukisan, buku, dan sebagainya).
g. Barang lain (hewan ternak, barang dalam proses hutang piutang, sewaan,
titipan sementara, pakaian jadi dan sebagainya).
6 Aturan Dasar Pegadaian,(Jakrta: Penerbit kantor Pustaka PT. Pegadaian,2012), h.39.
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2. Prosedur pemberian kredit gadai
Prosedur pemberian kredit gadai di PT. Pegadaian Cabang Maros sebagai
berikut:7
a. Nasabah mengambil dan mengisi formulir permintaan kredit (FPK),
menyerahkan FPK yang telah diisi dengan melampirkan foto copy
KTP/identitas lain serta barang jaminan yang dijaminkan kepada petugas
penaksir.
b. Penaksir menerima FPK dengan lampiran KTP/identitas lainnya beserta
barang jaminan, menandatangani FPK (pada badan dan kitirnya) sebagai
tanda bukti penerimaan barang jaminan dari nasabah.
c. Menyerahkan kitir FPK kepada nasabah
d. Penaksir menentukan nilai barang jaminan sesuai dengan buku peraturan
penaksir (BPM) dan surat edaran yang berlaku. Untuk taksiran barang
jaminan golongan A dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama,
sedangkan golongan B, C dan D harus diselesaikan oleh penaksir
kedua/manajer cabang.
e. Penaksir menentukan besarnya uang pinjaman yang dapat diberikan
kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f. Penaksir mengisi/menulis dan menandatangani SBK rangkap dua sesuai
kewenangan, merobek kitir bagian dalam dan luar SBK dilipat, kitir
bagian luar untuk nomor barang jaminan dan kitir bagian dalam untuk
arsip sementara.
7 Buku Operasional, (Jakrta: Penerbit kantor Pustaka PT. Pegadaian, 2012), h.57.
45
g. Penaksir menyerahkan SBK asli dan badan SBK asli dilipat kepada kasir
kredit.
h. Nasabah menyerahkan kitir FPK kepada kasir.
i. Kasir mencocokkan SBK tersebut dengan kitir FPK yang diserahkan
untuk nasabah, menyiapkan dan melakukan pembayaran uang pinjaman
sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SBK, membubuhkan paraf
pada SBK asli dan dilipat pada kitir luar dibelakang jumlah uang
pinjaman.
j. Nasabah menandatangani SBK asli dan dilipat yang diserahkan oleh kasir
kredit, menerima sejumlah uang dan surat bukti kredit (SBK) asli (lembar
pertama).
3. Prosedur Pelunasan Kredit Gadai
Prosedur pelunasan kredit gadai di PT. Pegadaian Cabang Maros sebagai
berikut:8
a. Nasabah menyerahkan SBK asli.
b. Kasir memeriksa keabahan SBK yang diterima.
c. Melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh nasabah, yaitu
pokok pinjaman ditambah sewa modal.
d. Nasabah menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan
jumlah uang yang harus dibayar.
8 Ibid, h.58.
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e. Menerbitkan dan menyerahkan slip pelunasan kepada nasabah sebagai
tanda bukti pelunasan, membubuhkan cap lunas, tanggal dan paraf pada
SBK asli yang dilunasi, baik pada badan SBK, kitir dalam (D), dan kitir
luar (L), melakukan distribusi SBK, kitir (D) pada gudang, kitir (L) pada
nasabah, badan SBK pada administrasi.
f. Bagian gudang menerima kitir SBK bagian dalam (D), memeriksa cap
lunas, tanggal dan paraf kasir.
g. Nasabah menerima kitir asli bagian luar (L) sebagai tanda bukti
pengambilan barang jaminan.
h. Nasabah mengambil barang jaminan ke gudang, petugas mencocokkan
kitir SBK bagian dalam (D) dengan kitir SBK yang menempel di barang
jaminan, menyerahkan barang jaminan kepada nasabah dengan cara
mencocokkan kitir SBK bagian dalam dengan kitir SBK bagian luar (L)
yang dipegang nasabah.
Apabila telah cocok atau sesuai, barang jaminan dapat diberikan kepada
nasabah pembawa kitir SBK bagian luar (L).
4. Ketentuan Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Kantor
Cabang Maros
Lelang adalah upaya penjualan dimuka umum terhadap barang jaminan
yang sudah jatuh tempo sampai tanggal lelang tidak ditebus atau dilakukan
perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari kedepannya oleh
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nasabah. Barang jaminan pada PT. Pegadaian terdapat 4 golongan yakni pada
tabel di bawah ini:
No Golongan Uang Pinjaman (Rp) Sewa
Modal/15
Hari
Biaya
Administrasi
1 A 50.000,- – 500.000,- 0,75% 1% x UP
2 B 550.000,- – 5.000.000,- 1,15% 1% x UP
3 C 5.100.000,- –
20.000.000,-
1,15% 1% x UP
4 D 20.100.000,- –
200.000.000,-
1% 1% x UP
Ket:  UP = Uang Pinjaman
Sumber: Data Primer, PT. Pegadaian Kantor Cabang Maros, Tahun
2012-2013.
Jatuh tempo adalah batas akhir waktu dimana nasabah harus menebus
barang jaminannya. Tanggal jatuh tempo itu dihitung 120 hari/4 bulan dari
tanggal kredit. Jadi, ketika nasabah dalam jangka waktu tersebut belum bisa
menebus, maka barang jaminannya akan dilelang. Meskipun demikian, agar
barang jaminannya tidak dilelang nasabah bisa melakukan perpanjangan jangka
waktu pinjaman dengan hanya membayar sewa modalnya yang selama 4 bulan itu
saja dan setelah tanggal jatuh tempo itu nasabah juga diberi masa tenggang
sebelum dilaksanakannya lelang.
Lelang dilakukan oleh PT. Pegadaian sebagai upaya pengembalian uang
pinjaman beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang
ditentukan. Jumlah barang jaminan dalam 1 bulan adalah sekitar 716 potong
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(untuk kredit mulai tanggal 01-28 Februari 2012). Dan barang yang dilelang
hanya 6 potong (dari barang jaminan yang masuk pada bulan itu)9.
PT. Pegadaian sangat menghindari yang namanya lelang. Jadi sebelum
lelang itu dilaksanakan, pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada
nasabah yang bersangkutan melalui surat ataupun telpon. Maka jika nasabah tidak
menebus ataupun tidak melakukan perpanjangan, dengan terpaksa pegadaian akan
melelang barang jaminan tersebut. Untuk menentukan tanggal pelaksanaan lelang,
maka dari Kantor Cabang Maros mengajukan ke Kantor Wilayah XIII Makassar
untuk tiap-tiap tahun (1 tahun sekali untuk tahun berikutnya kantor cabang Maros
akan mengajukannya sekitar bulan Agustus-September). Dan setiap kantor
wilayah membuat suatu daftar ikhtisar lelang berdasarkan usulan dari masing-
masing kantor cabang (Kancab) dengan memperhatikan:
a. Lokasi kancab untuk kancab yang lokasinya berdekatan tidak diizinkan
untuk melaksanakan lelang pada hari dan tanggal yang bersamaan.
b. Masing-masing kancab sedapat mungkin melaksanakan lelang pada hari
dan tanggal yang sama setiap bulannya, agar bisa dijadikan acuan oleh
masyarakat.
c. Lelang dilaksanakan tidak pada hari libur
d. Dalam bulan puasa, lelang sedapat mungkin dilakukan sebelum lebaran.
Apabila dikemudian hari ternyata lelang tidak dapat dijalankan pada
tanggal yang telah ditetapkan misalnya karena barang yang akan dilelang terlalu
9 Nusaibah Fitrah, Penaksir, PT.Pegadaian Cabang Maros, wawancara oleh penulis di
Maros, tanggal  06 mei 2013.
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banyak. Maka, pelaksanaan lelang itu harus diundur pada hari berikutnya (1-2 hari
berikutnya).
Penundaan hari lelang ini harus diumumkan kepada masyarakat dan
diberitahukan kepada Kakanwil. Dan upaya yang dilakukan pegadaian agar
barang yang dilelang tidak terlalu banyak adalah dengan menunggu nasabah yakni
dengan menelpon sekitar tiga kali dan memberikan surat pemberitahuan lagi.
Di dalam pelaksanaan lelang, terdapat berita acara lelang yang berisi
tentang jumlah barang jaminan yang akan dilelang, tanggal pelaksanaan lelang
dan yang menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan lelang.PT. Pegadaian
akan membuka pelelangan di atas harga taksiran, misalnya:10
Sebuah Laptop merk Acer Type Aspire 4736 + dos yang sudah jatuh
tempo dari seorang nasabah yang telah mengambil taksiran maksimal sebesar Rp.
550.000,- dengan beban bunga sewa modal 1,3 persen per 15 hari, maka selama 4
bulan bunga akan terakumulasi sebesar 10,4 persen atau Rp. 57.200,- sehingga
bunga plus taksiran maksimal menjadi Rp. 607.200,-. Sang Juru Taksir akan
membuka dengan harga Rp. 620.000,-. Jika ada peminat, maka pembeli dikenakan
beban tambahan sebesar 2 persen dari nilai jual lelang, yakni 1 persen biaya lelang
pembeli dan 1 persen biaya lelang penjual yang semuanya akan disetor ke kas
negara. Andaikan dalam pelelangan Laptop tersebut laku Rp. 627.450 (nilai jual
lelang) maka dengan konsep tersebut, pembeli masih menanggung biaya sebesar
10 Nusaibah Fitrah, Penaksir, PT.Pegadaian Cabang Maros, wawancara oleh penulis di
Maros, tanggal  06 mei 2013.
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Rp. 12.550, pegadaian akan menerima Rp. 640.000(pendapatan lelang). Uang
yang diterima terebut akan dikurangkan lagi sebesar Rp. 607.200 sisanya sebesar
Rp. 20.250 akan dikembalikan lagi kepada nasabah yang barangnya telah
tereksekusi. Dan jangka waktu pengambilan uang kelebihan yakni 1 tahun. Disini
pegadaian tidak mencari keuntungan tapi mencari tambahan, adapun tambahannya
sebesar Rp. 32.800. Dengan rincian, Rp. 12.550 untuk biaya lelang dan Rp.
20.250 sebagai uang kelebihan yang dikembalikan kepada nasabah.
Lelang disini berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang
pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik
sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi,
sebagaimana lelang ala Belanda (Dutch Auction) dan disebut lelang naik.
Seperti yang dikemukakan Ibu Marwah dan Pak Ruslan, salah satu
responden nasabah PT. Pegadaian Cabang Maros, bahwa setelah barang jaminan
itu laku di pelelangan dan apabila barang jaminannya yang dilelang ternyata tidak
mampu menutupi hutangnya, maka nasabah tetap wajib melunasi hutangnya dan
apabila hasil pendapatan lelang setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal dan
biaya lelang itu terdapat uang kelebihan, nasabah berhak atas kelebihan uang dari
hasil lelang barang jaminan gadai miliknya.11
Akan tetapi menurut Ibu Aminah, salah satu responden nasabah PT.
Pegadaian Cabang Maros, bahwa harga taksiran yang ditetapkan oleh PT.
11 Marwah dan Ruslan, Nasabah PT. Pegadaian Cabang Maros, wawancara langsung
oleh penulis di maros, tanggal 07 mei 2013.
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Pegadaian kadang-kadang merugikan nasabah, karena harga taksiran di bawah
harga pasar, sehingga nilai pinjaman tidak bisa untuk menutupi kebutuhan.12
Uang Kelebihan = Pendapatan lelang – (uang pinjaman + sewa modal
max + biaya lelang pembeli + biaya lelang penjual).
C. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Sehingga Benda Jaminan Tidak Dapat
Dieksekusi Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros Dan Upaya Untuk
Mengatasi Faktor Tersebut.
PT. Pegadaian sebagai suatu usaha BUMN yang bergerak dalam bidang
jasa gadai maka tidak juga dengan sendirinya membatasi diri hanya pada jasa
gadai tersebut, juga memiliki berbagai tanggungjawab yang dapat muncul di
dalam menjalankan usaha gadai tersebut, antara lain tanggung jawab terhadap
barang gadai, seperti terhadap kemungkinan hilang atau rusaknya barang gadai.13
Secara prosedural dalam penerimaan barang gadai oleh PT. Pedagaian
akan diregistrasi dan di tempatkan pada suatu tempat tertentu di gudang
penyimpanan yang berarti seharusnya sebagai pekerjaan rutin kondisi gudang
penyimpanan akan diketahui persis, di samping itu kegiatan registrasi akan
memberikan keteraturan terhadap administrasi data dari barang gadai, sehingga
12 Aminah,  Nasabah  PT. Pegadaian Cabang Maros, wawancara langsung oleh penulis di
maros tanggal 07 mei 2013.
13 Djoko Suseno, Manajer Usaha Lain PT. Pegadaian Cabang Maros, wawancara oleh
penulis di Maros, tanggal  06 mei 2013.
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terhadap hilang atau rusaknya barang gadai merupakan suatu kenyataan
rendahnya Sumber Daya Manusia dari PT. Pegadaian.14
Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga benda jaminan tidak dapat
dieksekusi/lelang oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros :
1. Benda Yang Digadaikan Ternyata Benda Curian
Dalam hak gadai ini berlaku suatu azas yang menyatakan bahwa yang
menerima tanggungan(pandnemer)tidak dapat diminta pertanggungjawaban,
apabila orang yang memberi tanggungan (pandgever) ternyata tidak berhak untuk
memberikan barang itu sebagai tanggungan dengan syarat pandnemer itu harus
beritikad baik.
PT. Pegadaian tidak dapat dituntut ke Pengadilan oleh pemilik barang
yang dicuri tersebut karena PT. Pegadaian hanya menjalankan tugasnya sesuai
dengan perintah jabatannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000
yaitu:
“Perusahaan Umum Pegadaian ikut membina perekonomian pada masyarakat
dengan memberikan pinjaman uang dengan sistem gadai”.
Isi perjanjian Kredit dengan barang bergerak yaitu :
a. Nasabah mengaku dan menerima penetapan besarnya taksiran barang
jaminan, uang pinjaman, dan tarif uang sewa modal, sebagaimana yang
dimaksud pada halaman depan dan Surat Bukti Kredit (SBK) ini sebagai
tanda bukti yang sah penerimaan uang pinjaman.
14 Azis, Pemegang Gudang PT. Pegadaian Cabang Maros, wawancara oleh penulis di
maros, tanggal  06 mei 2013.
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b. Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik nasabah atau milik
orang lain yang dikuasakan kepada nasabah untuk digadaikan yang bukan
berasal dari hasil kejahatan tidak dalam obyek sengketa dan atau sita
jaminan.
c. Nasabah menyatakan berhutang dan berkewajiban untuk membayar
pelunasan uang pinjaman ditambah sewa modal sebesar tarif sewa modal
yang berlaku.
d. Pegadaian akan memberikan ganti rugi apabila barang jaminan mengalami
kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam
(force maejeure) yang ditetapkan Pemerintah ganti rugi diberikan sebesar
nilai barang setelah diperhitungkan dengan uang pinjaman dan sewa modal
sesuai ketentuan ganti rugi yang berlaku di PT. Pegadaian.
e. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan
atau diperbaharui lagi kreditnya maka PT. Pegadaian berhak melakukan
penjualan barang jaminan secara lelang.
f. Hasil penjualan barang jaminan setelah dikurangi uang pinjaman sewa
modal dan bea lelang merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah.
Jangka waktu pengembalian uang kelebihan selama satu tahun sejak
tanggal lelang.
g. Pelunasan atau perbaharui nasabah harus datang sendiri atau dengan
mengalihkan hak kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan
tandatangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan asli dan
fotokopi KTP nasabah dan yang menerima kuasa.
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h. Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku
di Pegadaian sepanjang ketentuan yang menyangkut kredit gadai.
i. Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka
akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Setempat.
Walaupun demikian dalam persyaratan peminjaman kredit di PT.
Pegadaian Cabang Maros menurut Pak H. ABD.Hafid salah satu responden
nasabah PT. Pegadaian Cabang Maros, bahwa pihak PT. Pegadaian mengharuskan
nasabah (debitor) untuk menyerahkan kartu identitas diri dan khususnya untuk
barang-barang jaminan berupa kendaraan bermotor pihak PT. Pegadaian
mengharuskan nasabah untuk menyertakan bukti-bukti kepemilikan kendaraan
bermotor tersebut berupa foto copy BPKB dan STNK asli, karena pihak
Pegadaian (kreditor) telah beritikad baik dalam perjanjian gadai tersebut, maka
selayaknya apabila pegadaian dilindungi oleh hukum.15
Pemegang gadai yang mempunyai itikad baik, masih diperhatikan oleh
Undang-undang. Menurut Ibu Dahlia salah satu responden nasabah PT. Pegadaian
Cabang Maros,bahwa dalam hal benda yang digadaikan adalah hasil curian, maka
pemilik dapat meminta kembali barang tersebut selama ada itikad baik dari pihak
pemegang gadai.16
15 H.ABD.Hafid,  Nasabah  PT.Pegadaian Cabang Maros, wawancara langsung oleh
penulis di Maros tanggal 07 mei 2013
16 Dahlia,  Nasabah  PT.Pegadaian Cabang Maros, wawancara langsung oleh penulis di
Maros tanggal 07 mei 2013
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Maka apabila benar terbukti bahwa barang yang digadaikan merupakan
barang curian, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemilik yang sah.
Jika benar terbukti bahwa barang yang digadaikan merupakan barang hasil
penggelapan, maka PT. Pegadaian menyerahkan masalah tersebut ke Pengadilan,
untuk kemudian pemilik barang yang sah tersebut menebus barangnya di PT.
Pegadaian.17
Menurut penulis, jika benda yang digadaikan adalah benda hasil curian
atau temuan, maka pemilik sebenarnya berhak untuk meminta kembali benda
gadai tersebut, karena berdasarkan Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata, bahwa jika
seorang kehilangan atau kecurian dalam jangka waktu tiga tahun, maka dapat
menuntut kembali barang yang hilang atau dicuri sebagai miliknya, selama
pemegang gadai beritikad baik.
2. Benda Yang Digadaikan Bukan Milik Debitur
Benda yang digadaikan bukan milik debitur dapat terjadi karena pemilik
barang jaminan tersebut menguasakan kepada orang lain untuk menggadaikan
barangnya karena malu datang sendiri ke PT. Pegadaian, jika pinjaman di atas juta
rupiah (Rp 1 juta) maka harus disertai dengan surat kuasa.
Apabila diketahui bahwa barang yang dijadikan jaminan adalah bukan
milik nasabah tetapi milik orang lain, maka sejak awal pihak PT. Pegadaian selalu
beritikad baik dalam arti ia beranggapan bahwa yang membawa barang bergerak
tersebut adalah pemilik barang yang sebenarnya. Pihak PT. Pegadaian beralasan
17 Budi Santoso, Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Cabang Maros, wawancara oleh penulis
di Maros, tanggal  06 Mei 2013.
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bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,
khususnya Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata yang pada dasarnya mengatakan
bahwa seseorang yang memegang (menguasai) barang bergerak dianggap sebagai
pemilik dari barang tersebut.18
3. Benda yang digadaikan rusak atau hilang dalam penyimpanan
Sering terjadi barang jaminan yang disimpan di PT. Pegadaian mengalami
kerusakan atau kehilangan sebagian maupun keseluruhan yang disebabkan oleh
karena kebakaran, basah karena kehujanan, gempa bumi atau sebab-sebab lain
yang dalam keadaan biasa seharusnya bisa dicegah seperti kehilangan karena
kecurian, atau penggelapan oleh pegawai PT. Pegadaian.
Cara penyelesaiaanya, Menanggung kerusakan yang terjadi karena
kebakaran atau sebab-sebab lain yang terletak dalam batas kewajiban menjaga
dari pihak PT. Pegadaian tetapi jika barang gadai nilainya turun akibat tidak
mendapat perawatan sehari-hari pemilik tidak berhak mendapat ganti kerugian.19
Adapun pelaksanaan pembayaran ganti kerugian mengacu pada ketentuan
yang telah baku yaitu pasal 13 ayat (2) dan (3) Aturan Dasar Pegadaian yang
berbunyi :20
”Pemerintah bertanggung jawab atas segala kerusakan barang gadai akibat
terbakarnya atau sebab lain yang dapat dijaga”
Uang ganti kerugian ditetapkan sebagai berikut :
18 Budi Santoso, Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Cabang Maros, wawancara oleh penulis
di Maros, tanggal  06 Mei 2013
19 Budi Santoso, Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Cabang Maros, wawancara oleh
penulis di Maoros, tanggal 6 mei 2013.
20 Aturan Dasar Pegadaian,(Jakrta: Penerbit kantor Pustaka PT. Pegadaian,2012), h.35.
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a. Untuk barang yang hilang atau rusak sama sekali atau barang tersebut
tidak dapat dipakai sama sekali uang ganti kerugian sebesar nilainya
ditambah 25 % ( 125 % nilai saat digadaikan ).
b. Jika sebagian barang gadai hilang, rusak tidak dapat dipakai lagi uang
ganti kerugian sebesar sifatnya dari bagian yang rusak ditambah 25 % (
atau 125 % dari selisih nilai taksir lama dengan nilai setelah rusak ).
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diidentifikasikan pada Bab
sebelumnya mengenai “Perjanjian pinjaman Uang Dengan Jaminan Benda
Bergerak di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros” sebagaimana telah diuraikan
dalam Bab I sampai dengan Bab IV penulisan skripsi ini, maka dalam Bab V ini
sebagai penutup akan diuraikan beberapa kesimpulan dan saran.
Adapun hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab-Bab sebelumnya
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Ketentuan Pemberian Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros
yaitu PT.Pegadaian dapat langsung memberikan pelayanan kredit gadai bagi
nasabah dengan syarat permintaan kredit sebagai berikut: Foto copy KTP atau
kartu pengenal lainnya (SIM, Paspor dan sebagainya), Barang jaminan yang
memenuhi persyaratan, Surat kuasa dari pemilik barang jika barang dikuasakan,
Mengisi formulir permintaan kredit (FPK), dan Menandatangani perjanjian kredit
(SBK).
PT. Pegadaian, merupakan Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya
menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dalam rangka membantu
masyarakat yang berpenghasilan rendah. Perjanjian gadai merupakan perjanjian
kredit yang dituangkan dalam Surat bukti Kredit (SBK). Benda diserahkan ke PT.
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Pegadaian pada saat penandatanganan SBK dengan penyerahan nyata sehingga
syarat in bezitselling dalam gadai terpenuhi.
2. Kendala-Kendala yang dihadapi PT. Pegadaian dalam Pelaksanaan
eksekusi/lelang, yaitu: benda yang digadaikan ternyata benda curian, benda yang
digadaikan bukan milik debitur, dan benda yang digadaikan rusak dalam
penyimpanan. Penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu: Pihak PT.
Pegadaian akan menyerahkan benda hasil penggelapan ke Pengadilan setempat,
bila diketahui benda curian maka jika benda yang digadaikan adalah benda hasil
curian atau temuan, maka pemilik sebenarnya berhak untuk meminta kembali
benda gadai tersebut, karena berdasarkan Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata,
bahwa jika seorang kehilangan atau kecurian dalam jangka waktu tiga tahun, maka
dapat menuntut kembali barang yang hilang atau dicuri sebagai miliknya, selama
pemegang gadai beritikad baik, dan menanggung semua kerusakan apabila terjadi
sesuatu keadaan yang tidak diduga,.
B. SARAN-SARAN
Adapun saran-saran yang penulis dapat berikan dalam penelitian ini adalah:
1. Perlu ditambahkan dan disebut di dalam isi dari klausul-klausul Perjanjian
Kredit dengan jaminan barang bergerak dalam gadai perlu ditambahkan mengenai
besarnya nilai nominal ganti kerugian oleh PT. Pegadaian apabila barang jaminan
mengalami kerusakan hilang atau karena bencana alam (force majeure), sehingga
debitur atau nasabah akan lebih merasa puas dan aman atas keselamatan barang
jaminan tersebut.
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2. Perlu ditambahkan juga dalam klausul perjanjian mengenai sanksi bagi
debitur atau nasabah, yang melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kredit
baik sanksi denda maupun pidana, sehingga mengurangi tingkat pelanggaran yang
dilakukan debitur atau nasabah.
3. Sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit sebaiknya nasabah lebih
memahami dan mengerti isi dari Perjanjian Kredit tersebut dan tidak asal
menandatangani, karena hal ini penting sekali jika ada klausul-klausul yang
memberatkan debitur atau nasabah, maka nasabah tidak akan merasa dirugikan
dikemudian hari.
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